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TENTANG

PENETAPAN LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

Menimbang

Mengingat

a.

b.

DI KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

bahwa setiap orang berhak untuk bertempat tinggal dan
mendapatkan lingkungan hidup yang laik dan sehat;
bahwa penyelenggaraan peningkatan kualitas
perumahan kumuh dan permukiman kumuh
merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah
berdasarkan penetapan lokasi perumahan kumuh dan
permukiman kumuh yang didahului proses pendataan;
bahwa berdasarkan Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan
Permukiman, penetapan lokasi perumahan kumuh dan
permukiman kumuh wajib dilakukan pemerintah
daerah dengan melibatkan peran masyarakat dan untuk
melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (7) Peraturan
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan
Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan
Permukiman Kumuh;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu
menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan
Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Di
Kabupaten Nganjuk;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang
Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan  Peraturan
Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2021 Peraturan Pemerintah Nomor 12
Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan
Permukiman.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum  Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan
dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh
Dan Permukiman Kumuh.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan  Sesudah Perangkat Daerah
Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun
2020.

Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun
2017 tentang Bangunan Gedung.

Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun
2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Nganjuk Tahun 2021-2041.

Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 11 Tahun
2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2025.

Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun
2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk.
Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 39 tahun 2024
tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2025.

Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang
Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan
Perkotaan Nganjuk Tahun 2023-2043.

Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 2 Tahun 2023 tentang
Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan
Perkotaan Kertosono Tahun 2023-2043.
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MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN LOKASI
PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH DI
KABUPATEN NGANJUK.

Menetapkan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman
Kumuh di Kabupaten Nganjuk sebagaimana tercantum
dalam Lampiran [ Keputusan Bupati ini.

Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, meliputi
sejumlah 124 (seratus dua puluh empat) lokasi, di 20 (dua
puluh) kecamatan, dengan luas total sebesar 408,12 (empat
ratus delapan koma dua belas) Hektar (Ha).

Peta Sebaran Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman
Kumuh sebagaimana dimaksud pada Diktun KESATU,
tercantum dalam dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II
Keputusan Bupati ini..

Profil Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
sebagaimana dimaksud pada Diktun KESATU, dirinci lebih
lanjut dalam Lampiran III Keputusan Bupati ini.

Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU ditetapkan
berdasarkan hasil pendataan yang dilakukan oleh
Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran masyarakat
yang merupakan satuan perumahan dan permukiman
dalam lingkup wilayah Kabupaten yang dinilai tidak laik
huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan
bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana
dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.

Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, ditetapkan
sebagai dasar penyusunan Rencana Pencegahan dan
Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman
Kumuh di Kabupaten Nganjuk, yang merupakan komitmen
Pemerintah Daerah dalam mendukung Program Nasional
Pengentasan Permukiman Kumuh, termasuk dalam hal ini
Target Nasional Permukiman Tanpa Kumuh.

Berdasarkan Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan
Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud pada Diktum
KESATU, maka Pemerintah Daerah berkomitmen untuk
melaksanakan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh
Dan Permukiman Kumuh secara tuntas dan berkelanjutan
sebagai prioritas pembangunan daerah dalam bidang
perumahan dan permukiman, bersama sama Pemerintah
Provinsi dan Pemerintah Pusat.



KEDELAPAN . Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan
Bupati Nganjuk Nomor 188/44/K/411.013/2023 tentang
Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman
Kumuh Di Kabupaten Nganjuk dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.

KESEMBILAN : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan
Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk.
KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 3 Maret 2025
BUPATI NGANJUK,

ttd.
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